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BABI
PENDAHULUAN

Sistem ekanomi adalah suatu sistem yang terdini dari subsistem-subsistem
yang mengatar serta menjalin hubungan ckonomi antar manusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kelidupan yang diarabkan untuk
mcﬁ'luaskan kebutuhan manusia lewat pengpunaan alat produksi vang dimiliki.
Sebuah sistemn ckonomi ridaklah berdini sendiri, ia berkaitan dergan falsafah,
pandangan dan pola kehidupan masyarakat tempatnya berpijak.’

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi
ckonomi seperli yany tercennin di dalam Pasal 33 UUD 1545 dan Penjelasannya.
Melalm Pasal 33 UUD 1945 fersirat bphwa fujuan penbangunan ekonomi yang
hendak dicapai hurusish berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan,
yailu adanya keadilan sosial bagi scluruh rakyat Indonesia,

Berdasarkun Pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa dalam
sistem demokrasi ekonomi, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam

kegiatan pembangunan di bidang ckonomi, sedangkan pemerintah berkewajithan

membenkan pengarshan dan bimbiagan terhadap pertumbuhan ekonomi serta
menciptakan iklim yang sebat bagi perkembangan dunia usaha, Sebaliknya dunia
usaha perlu memberikan tanggapan positif terhadap pengarghan dan bimbingan
_ serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan-kegiatan yang nyata,

! Reformasi telah membawa banyak perubahan di Indonesia, misalnya
l perubahan  mengenai  kehidupan  berdemokrasi,  penataan  hukum  dan
’, : perekonomian. Fakia menunjukkan babwa reformasi dipicu oleh gejolak akibat
krisis ekonomi yang berkepanjangan yang merupakan kesalahan manajemen
ekonomi pemetintuhan Orde Baru. Krisis terfadi karena rusaknya pilar ekonomi

dalam segi perbankan, kebijakan moneter dan pinjaman hutang juar negeri yang

tinggi.

' Suyudi Mangunwihardjo, Sistem Ekoaonti, Catatan Kuliah, 14 Maret 2001,
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Secara empiris, perkembangan tata perckonomian dan hukum nasional kita
sudah terlanjur berkembang ke arah yang ganjil dan penuh kontradiksi. Keganjilan
timbul karena berbagai praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang
membudaya di dalam roda perckonomian nesional, dan bermuam pada
terbentuknya pemusatan-pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi
yang tidak wajar. Hal ini berdampak buruk terbadap kesiapan tata perekonomian
nasional dalam memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi duniz pada
millenium ketiga yang akan scmakin diwamai dengan semangat persaingan bebas
dan ketat seiring dengan semakin mengglobalnya sistem ekonomi pasar,

Salah satu syarat prinsip ckonomi modern adalah adanya iklim persaingan
usaha yang schat. Prinsip ini sudah dikenal pada negara-negara maju yang telah
memiliki perangkat undang-ondangnya. Istidahnya juga cukup berapam, i
Amertka Senikat yang modelnya banyak diadopsi negara lain dikenal dengan
Antitrust Lenwe, di Australia dikenal dengan Fuir Trade Practices Hcf. Undang-
Undang ini mengatur tentang tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap persaingan usaha disertai ancamen sanksi administratif,
pidana dan perdata,

Undang-Undang Persaingan Usaha ini jupa memperkenalkan suatu komisi
atau badan independen yang berperan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha yany melanggar. Tujuan dari undang-undang ini adalah
untuk melindungi konsumen aiav masyarakat dari pelaku ussha yang curang
sekaligus membetikan koridor bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan
jujur dalam arena yang same dan juga meningkatkan efisiensi,

Indonesia yang mengamit prinsip “Ekonomi Pancasila”™ tidak jelas
memberikan gambaran, apakah prinsip ini memberi kesempatan yang sama untuk

bersaing sccara jujur dan terbuka bapi pelaku usaha. Fakta yang ada adziah
kebijakan ckonomi mengatasnamakan kepentingan rakyat 1ctapi pada prakteknya
hanya dinikmati olch sekelompok pelaku uszha tertentu yang diproteksi oleb
pemerintah, Oleh sebab ity tuntuwlan akan lahirnya swats UU modem tentang

persaingan usaha menjadi esensial.



BAB 11
PERMASALAHAN

Negara lndonesia scbagai suatu negara yang berideologikan Pancasila
sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya, bahwa moral kehidupan
ckonominya berlandaskan moral Pancasila. Sistem ckonomi sebagal satu
subsisiem dari sistem sosial politik budaya nasional, harus mampy mewadahi
program-program kegatan dan kebijaksanaan ekonomt yang mengarah kcpada
perwujudan keadiian sosial.

Bangsa Indonesia menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan sebagai
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antinya seluruh rakyat baik
besar maupun kecil, dan dari kelompok sosial apapun harus mampu menikmati
rasa aman dan tentram tersebut, inilah yanp sering disebut sebagai masyarakat adil
dan makmur. Babkan suatu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan
politik yang modern, perdu melctakkan pondasi sistem legalnya di bidang
chonowi dalam bentuk peraturan, yang menjaga agar dunia usaha bersaing secara

schat, jwur dan adil, Kehadiran suatu institusi lepal merupakan syarcar mutlak bagi

ststem ekonom! yang modern,

| ' Berdasarkan urgian terseaut di atag maka dapat dimunculkan permasalahan

| sehagai berikut ;

1. Bapaunana hubungan antara hukum dan ekonomi serta bagaimana
peranan hukum dalam pembanpunan ekonomi 7

2. Bapaimana memhangun sistem ckonomi Indonesia dalam kerangka

persaingan usaha yang sehat ? -

Bagaimanakah bentuk-bentuk prakiek monopoli dan persaingan tidak

sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

[ &3]

Tentang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat ?



BAB 11
PEMBAHASAN MASALAN

A. Hubungan Antara Hukum dan Ekonowi

Hubungan amara hukwn dan ekonom merupakan hubungan timbal baiik
yang dapat dikgji secara mendalam dengan scbuah teori sosial yaitu teori
Sibemetika dari Talcott Parsons sebagai kerangka berpikimnya, Di dalam teori
Sibernetika, Parsons menjelaskan bahwa masyara_kat merupakan suatu sistem

sosial yang besar, yang di dalamnya terdiri dani sub-subsistem, yaitu:

Subsistem Fungsi Primer Arus-arus
[nformasi dan Energi
Lingkungan realites tertinggi
Subsistem Budaya Memperahankan pola Tingkatan informasi
Sulssistem Sosial integrasi Tinggi l
Subsistem Politik Muncapai iujuan T {kontral}
Subsistern Ekanami Aduptas Tingkatan Energt Tinpgi
(mengkondisikan)
Lingkungan fisik -orpanik

Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapal dua pola hubungan di antara
subsistem-subsistem tersebut, yaitu:®

* Pola hubungan yanp mengkondisikan, yang bergerak dari sub sistem

dengan lingkat konsentrasi energi tingygi { vakni subsistern ekonomi
karena lebih dekat dengan lingkungan fisik) ke arah sybsistem dengan
tingkat energi rendah {subsisterm budaya).

Pola hubungan vang mengonirol, yaitu yany bergerak dari subsistem
dengan tingkat informasi tinggi (yakni subsistem budaya karena sub
sistem ini lehih dekat dan kaya akan nilai-nilai) ke arah subsistem

dengan tingkat informasi rendah {subsistem ekonoem).

? Ronny Hanitife Soemitea, Prespeliif Sosial Dafam Pemaharten Masalgh-Masglah Hukum, CV
Apung, Semarang, 1989, Hel 29



]
]
|
l
]
|
I
!
)
i

Hukwn depat masuk ke dalam subsistem-sub sistem terscbut, sebagai
subsisten  budaya, hukwn mempertahankan pola-pola nilai budeya yang
merupakan pedoman bagi tingkah faku individu. Sebagai subsistern gosial, hukum
berfungsi melakukan integrasi mehgatur kegiatan individu. Sebagai subsistem
ekonomi, hukum melakukan adaplasi dengan suatu kegiatan ekonomi vang
merubah berbagai sumber daya yang terdapat di sekitar manusia untuk
mempenahankan kelangsungan hidupnya,’

Penjelasan singkat leori Sibemetika Taleoit Parsons ini dimaksudkan
untuk menpgantarkan kita pada analisis mengenai hubungan antara hukum dan
gkonomi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pola-pola
hubungan sebagaimana disinggung di atas, yang pada akhirnya mempengarubi
perilaku seseorang atau individu dalam masyarakat.

Fkonomi merupakan suaty bentuk pengorganisasian masyarakat yang
mempunyai tujuat vntuk memenuhi kebutyhant masyarakat dan meningkatkan
kescjahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannyé. tersebut,
muncul kecenderungan bahwa setiap individu akan berusaha mencapai hasil
maksimal dengan pengorbanan seminimal m:mgkin. Hal-hal ini didasarkan pada
priasip ckonomi yang rasional seperti efisiensi dan keuntungan maksimal.

Persoalan muncul tatkala setiap individu dalam masyarakat membury
kebutuhannya sendisi-sendiri dan berusaha untuk mencapai kepuasan bagi diriviya
masing-masing secara maksimal yang pada akhirnya akan menimbulkat
kekacavan xarena adanya tabrakan kepentingan antara individa yeng satu dengan
individu yang lain. Keadaan seperti ini yang memuncuikan pemikiran untuk
menghadivkan aturan-aturan mengenai penyelenpgaraan kegiatan ekonomi dalam
masyarakat. Dengan kate lain di sini diperivkan adanya hukum dalam kegiatan
ckonomi, Kehidupan ckonotni mengandalkan tetlebih dahulu adanya tertib sosial
dan di dalam tertib sosial itulah kegiatan ekonomi dilakukan,

4 Ronny, Op. Cit, Hal. 25



Dengan demikian bubungan aniara bukum dan ekonomi dapat dilihat,
bahwa “hukum memberikan pengaruh (mengontrol; istilah Parsons dalam teori
Sibernetikanya) terhadap kehidupan ckonomi” (mengarahkan} dalam bentuk
kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbustan yang tergolong ke dalam perbuatan
ekonomi, yakni mengenai apa yang boleh dan tidak boleb dilakukan dalam proses
ekonomi. Fkonomi mempunyai pengaruh tersendiri bagi kehidupan hukum.
Pengarub ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan ekonomis lerhadap
bekerjanya hukum. Perlimbangan-pertimbangan ekonomis akan  sangat
berpengaruh (mengkondisilian: istijfah Parsons) terhadap bekerjanya hukum.
Dalam kasus-kasus nyata di masyarakat, kesediaan orang untok taat atan tidak taat
pada hukum, menggunakan atau tidak menggunakan hukum, seringkali sangat

ditentukan oleh pertimbangan atau motivasi ekonomis (untung Tugi).

B. Peran Bukom Dalam Pembangunan Ekonomi

Secara teortis peran hukum  dalam p;mbangunan ekonomi dapat
dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuli tipologi {model} pembangunan,
Pada masing-tasing model peran dan [ungsi hukum mempunyat karakter vang
spesifik, Secara wnum ada dur model dalam stratept pembangunan ekonomu,
yaitu model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar.’

Pada model ckonomi berencana, menekankan sifat purposif dan aspek
kekuatan pada hukum. Pembangunan ekonomi dilihat sebagai svatu transformasi
dari kegiatan ckonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja, Di sini negara
dianggap sebagai pendukung wtama dalam menjalankan rencana yang dibuat.
Hukum merupakan alat untuk meterjemabkan {ujuan pembangunan ke dalam
bentuk norma-notma untuk kemudian ditcrapkan, sckaligus hukum berfungsi
sebagal acuan bagi mode! perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan
kata lain hukum berada di atas {mendahului) perkembangn ekonomi. Semakin
efektif hukum ity, semakin dopat berhasii pembangunan ekonomi yang dicita-
citakan. |

* Ronny, Op, Git, Hal. 37



Sedanpkan padﬁ madel ckonomi pasar, proses ekonomi tidak digerakkan
dari pusat kekuasnan akan tetapt diserahkan pada mekanisme pasar, sepert
mekanistne permintaan dan penawaran. Dalam model ekonomi pasar, kedudukan
lembaga-lembaga yang mendukung jalannya ekonomi sangat penting karena
merupakan keharusan. Hukum dipandang sebag sesuatu yang esensial bagi
terciptanya dan lerbinanya pasar-pasar. Sifat esensi hukum ini adalah karena
hukum mampu memberikan predikiabilitas {ramalan) bagi pam pelaka ekonomi,
yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dalam
menjalankan usabanya. | .

Selama 1ni berbagai peraturan atau undang-undang dan kebijakan
pemerintah  dirumuskan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan berorientasi
pada uspha bagnimana meningkatkan pertumbuhan ckonomi dengan cepat,
keﬁudian terjadilah kekelirvan karena pembangunan ekonomi seolah-olab tidak
dijiwai olch aspek kemanusiran (moral), semeniara itu aspek pcmemiaan tidak
banyak diperhaukan,

Dampak positil pola pembangunan ckonomi (yang berotientasi pada
pertumbuhan) semacar ini hanya berarti bagi para pelaku ekonomi berskala besar
dan kuat, sementara Hu dampak negatifnya adalah pada masyarakat golongan
ekonomi jemah, khusustya para pengusaha kecil atau lemah dan ekonomi rakyat.
Mereka yang disebut terakhir ini merasa tidak terakomodasi kepentingannya
karena tiadanya pemerataan pembangunan sebagai pemjabaran dimensi manusia.
Muncalnya LU anti monopoli merupakan bentuk-bentuk tuntutan yang muncul
dari masyarakat yang notabene lemah dalam hal bargaining position.

¢ . Sistem Ekonomi Indoncsia

Sistern ckonomi adalah Suatu sisiem yang mengalur serta tmemjalin
hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkal kelembagaan dalam suatu
tata kehidupan, Scbuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai
subjek dan barang-barang ckonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan

yang mengatur dan menjalin delam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan
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yang dimaksud meliputi (baik formal maupun non formal); cara kerja, inekanisme
hubungan;, hukwm dan peratursn-peraturan perekonomian; serta kaidah dan
norma-norma lain {tertulis maupun tidak tertulis); vang dipilih atau diterima atau
ditctapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan
berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan,
perilaku, dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbapai
aktivitas yang berkenaan dengan pemantaatan sumber daya bagi pemenuhan
kebutuhan.®
Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ckonomi atau faktor-faktor

produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia
adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan
bahwa kita menganul sistem ckonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan
individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya-sumber daya
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Hal i,

schagaimana diketahui bersama diatur dengan tegas di dalam Pasal 33 UUD 1945,
Jadt secara konstitusional, sisiem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan
bukan pula sosialisme.”

Sehubungan dengan persaingan antacbadan usaba, tidak terdapat rintangan
bagi suatw perusahasn untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk
menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh,
pemerintah mengendalikannya dengan membuka priorilas-priontas bidang usaha;
termasuk juga prioritas lokal usaha. Hal ini berarti bahwa iklim persaingan
berekonomi dan berkompetisi di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas,
melainkan persaingan yang terencana terkendafi.”

* Dumeiry, Pergkonowian Indapesig, Frisngpa, Jekarta, 1996, Hal. 30
* Ibid, Hal. 3}

? Thig, Ha!, 31
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Pada kenyataanﬁya perekonomian Indonesia hancur kargna kemudahan
yang diberikan pihak penguasa tidak herpihak pada kepentingan rakyat serta tidak
diimbangi dengan iklim berusaha dan bersaing secara sehat. Sayang sekali rakyat
Indonesia baru sekarang menyadari bahwa hal-hal yang membawa bangsa kita ke
ambang kehancuran dan perpecatian bangsa justru adalah praktek-praktek yang
tidak hanya melanggur prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik dan bermoral
sehat.

Ada tipa hal pokok yang menjadi penyebab buruknya sistem ekonomi
Indonesia, yaitu:®
1. _'Lingkungan ekonotmni-politik yang tidak mendukuné, yang bermuansa pekat

dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pengusaha
dengan penguasa, terutama praktek monopoli dalam perbusuan rente ekonomi
{economic rent seeking), Faktor pertama inilah vang menjadi penyebab ulama
dari sulitnya mencrobos benteng kolusi melalui sistem legal yang ada.

2. Semangal untuk metakukan praktik anti monopoli yang sudah formal di dalam
UU industri tahun 1984, tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih
detail dan menjclaskan bagaimana larangan praktek monopoli terscbut
dilaksanakan. Dalam tataran aturan yang biasanya berlaku pada saat ity
ketiadaan peraturan pemerintab dan petunjuk pelaksanaan telah menyebabkan
semagat normatif tidak terinstitusikan dan tidak dapat diimplementasikan.
Ketiadaan peraturan pemerintab ini juga berkaitan dengan alasan periama,
yakni tidak lain karena banyak kepentingan pengusaha dan penguasa terusik
bila peraturan tersebut dilaksanakan. '

3. Meskipun larangan antipraktck monopoli tersebut telah tercantum di dalam
UU, tetapi tidek ada badan atau institusi yang berwenang melaksanaknnya.
Hal ini berarti bahwa legalitas yang ada tidak bermakna bagi perbaikan sistem
untuk membebaskan bisnis dari praktik monopoli karena tidak ada yang bisa
melakukan eksekusi jika terjadi prakick monopoli,

* Didik Rachbini, UU Antipraktik Mgaopeli Awal Mem n Sistem Sehat, Kompas,
5 September 2000,



D. Membangun Sistem Ekonumi Indonesia Dalam - Kerangka Persaingan
Usaha Yang Schat” |

Measyarakat Indonesia pada umummnya memiliki kuoltur yang sifatnya
menjunjung tinggi keharmonisan, kégjasama dan kegotong royongan. Pemahaman
akan prinsip kompetisi atau bersaing tentu tidak akan mudah diterima karena kita
telah terbiasa hidup dengan nilai-nilai tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti
kompetisi tidak dikena! sama sekali dalam kehidupan tatanan masyarakat yang
heterogen. Kompetisi dalam berasaha untuk mendapatkan keuntungan memang
sudah ada secara naluriah hampir pada setiap pelaku usaha. Kompetisi ini dapat
éaja dalam bentuk harga, jumiah, pelayanan ataupun kembinasi berbagai faktor
yang dinilai olch konsumen, |

Persaingan adalash svatu elemen yang esensial dalam perekonomian
modem, Pelaku usaha menyadari dalam dunia bisnis adalab wajar untuk mencari
keuntungan scbesar-besarnya tetapi sebaiknya ac}alah melalui persaingan usaha
yang jujur. Sehingga kebutuhan akan hukum persaingan merupakan kebutuhan
esensial mengenai “code of conduct” Yang dapat mengarahkan pelaku usaha
untuk bersaing s¢eara sehat dan jujur,

Semangat unluk membanpun sistem ekonomi dan bisnis yang sehat baru
terwujud setelah rezim lama tunbang, DPR tidak lagi menjadi stempel karet,
tetapi mulai bergigi untuk kemudian mengambil inisiatif mengusulkan UU Anti
praktek Monopoli ini, Bahkan bersatman dengan itu, Sidang lstimewa MPR juga
telah menetapkan TAP MPR No. 16/1998, yang mengamanatkan dan memperkuat
upaya vniuk mewujudkan aturan tantang antipraktek monopoli.

Akhirnya kesempatan untuk memiliki UU Persaingan Usaba menjadi
kenyataan pada bulan Maret 1999, Walaupun ada anggapan bahwa UU ini dibuat
adalah karena desakan IMF ferhadap [ndonesia yang termasuk sebagai salah satu
dari Supplementary Memorandum IMF dalam Letter of Intent terniasuk dengan
beberapa UU lainnya. Undang-Undang ini dikenal dengan UU No. 5 Tzhun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 yang efektif mulai berlaku Bulan Maret
tahun 2000.
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Keberadaan ULJ Persaingan Usaha ini dianggap sebagai suatu jawaban
elternatif yang dapat menjedi alat untuk menciptakan suatu lapangan usaha yang
sctara bagi semua pelaku usaha. Dengan diberlakukaonya UU  No 5/1999 ini
maka akan terjadi pernbahan struktur pasar dan ketika kelak undang-undang ini
dipergunakan scbapai acuan, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi
bagi para pelaku usaha °
1. Peiaku usaha yang kuat akan benahan di pasar, yaitu pelako usaha yang dapat
memperfaliankan efesiensi dan bersaing dengan bark ;

2, Ada konsentrasi kekuatan dan pelaku usaha yang seteiah menjalani kompetisi
ternyata lemah mengantisipasi pasar ;

3. Ada perubahan scktor usaha, pelaku usaha yang tidak mampu bersaing, akan
lerpaksa mencari peluang lain untuk tetap eksis di pasar;

4. Terdapat pelaku usaha yang kalah bersaing dalam kompetisi.

Melihat asumsi di alas, maka pelako usaha juga harus bersiap-siap
menghadapi fakta uniuk bersaing. Qleh sebab itu di samping regulasi memberikan
kesempalan yang sama, maka pelake usaba akan berusaha untuk melakukan
efisicnsi dan imelakukan terobosan bary demi untuk bertaban di pasar.Di samping
memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing, maka undang-
undang ini juga diharapkan dapat memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha
untuk berlaku jujur dan sporitf dalam berusaha,

Pada akhimya kompetis: yang diharapkan menjadi suatu mekanisme akan
mampu menciptakan efisienst vang berfungsi sebapai alat yang wmelindengi
kepentingan konsumen. Adanya persaingan vang sehat diharapkan akan tercapai

- hasil produksi yang efisien, efektif dan berkualitas tinggi. Sehingga fujuan
akhim;.ra yang diuntungkan adalah konsumen karena dibgrikan kesempatan vntuk
memiliki pilihan terhadap produk yang berkualitas dan dapat membeli dengan

harga yang bersaing.

? Proyck ELIPS, Persaingan Usaha Dan Hukym Yaeg Menpatymya, Hal. 25
11



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah refleksi dari semangat
membangun sisiem, ekonomi pasar yang clisien, terbuka dan sehat. Bahkan suatu
bangsa yang hendak maju menuju sisten ekonomi dan politik yang modern, perlu
meletakkan pondasi sistem legainya' di bidang ckonomi dalam bentuk peraturan
yang menjaga agar dunia usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil. Kehadiran
institusi legal ini merupakan sj.rarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modem."

Kebadiran suatu Undang-Undang yang melarang praktik monopoli dan
persaingan usaha yang tidak schat merupakan svatu langkah ke arah penegakan
prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang lebih wajar dan bersih. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya akan menjadi hurnf mati saja dan tidak
banyak artinya, apabila tdak didukung oleh unsurumsur fain yang merupakan
bagian integral dari suatu sistem yang baik, yaitu:"'

i. peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan praktek monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat, seperti peratyran-peraturan hukum kontrak,
hukum perusabaan, perbuatan-perbuatan melawan  hokum, dan berbagal
peratwran yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab
Undang-Undang Dagang, kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan
Pidana dan peraturan yang mengatur bentuk-bentuk monopoli, yang sekalipun
merupakan praktek monopoli, tidak dianggap sebagai monopoli dan
persaingan tidak sehat {Pasal 3¢ Undang-Undang No. 3 tahun 1999);

2. pranata dan lembaga bukum yang harus menjamin ditegakkannya Undang-
Undang No, 5 tabun 1999, seperti Komisi Penpawas Persaingan Usaha yang
benar-benar independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur pemerintah,
termasuk pengaturan tentang orpanisasi, tata keria dan tala tertib yang
menjamin pemeriksapn yang obicktif dan tidak borpihak. Dalam hal ini

apaknva Parliamentary Ombudsman sangat penting, agar masyarakat langsung

1 Didik Rachbind, U Antiprektik Monapali Awal Membasgun Sistem Sehat, Kompas,
5 Septenber 2000,

" Suanaryai Harono, UYukum Skonond Indunesin Dalpin Rangha Mewgudkan Peritaku isis Dan
Persaipuan Usaha Yang Schaf, Kumpulan Makalab Seminar
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dapat mengajukan keluhan kepadanya, sehingga pemeriksaan perkara-perkara
monepoli dan persaingan lidek sehat benar-bener tegamin;

3. adanya pemerintaban yang Lersib dan cfisien, yang melaksanakan pemberian
izin tepat waktuniya 1anpa manu;'njuk pada instansi atau pejabat yang lain untuk
melayani orang atau pengusaha yang memerlukan izin yang bersangkutan
{debirokratisasi),

4, adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang bersih dan efisien,
yang tidak perlu disuap dulu untuk melayani pihak yang melaporkan adanya
prakiek  yang melanggar hukum dan  yang tidak membelokkan
permasalahannya, sehingga justru pelapor vang dikejar-kejar eleh penegak
hukum itu;

5. yang sanpat krusial ialah keadaan sistern peradilan kita cendenmg
membengkokkan asas-asas hukum yang berlaky i mana-mana (universal),
schingga kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari jangkauan pencari
keadilan,

Bahkan di dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tenlang Garis-Garis

Besar haluan Negara, Bab 1V mengenai Arah Kebijakan, Subekonomi (b}, pada

angka | ditepaskan bahwa arah dan kebijakan pembanguan ekonomi adalah

mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekamisme
pasar vang betkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin
kesempatan yang sama dalam bemsaha dan bekeda, perlindungan hak-hak
konsumen, serta perlakuan yang adil begi seluruh Indonesia,

Kemudian pada angka 2 nya, ditegaskan bahwa amsh dan kebijakan
pembangunan ekonomi adaiah mengembangkan persaingan yang sehat dan adil
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar

yang distorsif yang merugikan masyarakat.
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E. Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sebat yang
Dilarang olch Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Menopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Schat ada dua jenis, yaitu {lihat tabel):

I, perjanjian bersama yang menyebabkan persaingan tidak sehat;
2. kelompok kegialan yang mengarah persaingan tidak sehal.

LI ini melarang perjanjian bersama antar pelaku usaha dengan maksud
untuk menguazsai produksi dan ponasaran (Pasal 43, Pelaku usaha di luar anggota
yang melakukan p;:rjanjian tersehut lermasuk yang diragrkan yang pada gilirannya
akan berdempak negatit’ terhadap konsumen karena pasokan dan distribusi bisa
dikuasai dan dikendalikan. Bentuk perjanjian lain yang dilarang adalah perjanjian
penetapan harga (pasal 5). Pilak pelaku usaha di luar anpgota yang melakukan
peqjanjan dirugikan dan kontwnen terpaksa mcr:erima harga yang relatif lebih
linggi karena pelaku perjanjian  penetapan harga cenderung  menaikkan
keuntungan untuk meningkatian keuntungannya secara tidak normal,

Perjanjian dalam bentuk diskriminasi harga juge dilarang terutama
diskriminasi harga dari pelakv usaha yang mempunyai kaitan integrasi vertikal
{Pasal 6). Misalnya perusahaan yang menerima bahan baku dengan harpa lebih
rendah dari perusahazn lain hulu, yang juga merupakan milik pelaku usaha yang
sama, pasti akan megakibatkan persaynganusaha yang lidak sehat. Pelaku usahs
lainnya yang tidak ada Kaitannya ke hulu harus membiayai produksinya lebik
tinggi denpan pelaku usaha laintya yang melakukan integrasi vertikal,

Peiaku praktek kartel termasuk trust tergolong sebagai musuh besar
masyatakat, Bentuk perjampiannya tertutup dan sulit dilacak, bahkan bisa
dilakukan dengan hanya menggunakan teiepon. Ratusan ribu produsen kecil tidak
berdays dengan adanya praktek oligopsoni yanpg dikombinasikan dengan
perjanjian penctapan harga beli secara vertikal oleh oiigopsonis },rﬁng memnpunyal
kekuatan modal sanpat besar. Praktek ini hendaknya menjadi perhatian serius
karena terkait erat dangan nasib pelaku usaha kecil dan menengah.
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FERJANJIAN YANG DILARANG UU NO 571999

PASAL

SUBSTANSL

Pasol 4 dan 17
Oligopoli dan Monopali

larangen perjannan bersama dan kepiatan
vang menparahpade penguasaan pangsa pasar

Pasal 3
Peactagan harga
(Mrice Fixingr)

larangar perfanjian bersama untuk menetapkan harga

Pasal &
Diskriminasi harga
[Price Discrimisnation

larangan perjanjian yang mengakibatkan diskriminasi harga
{satu aiau beberapa pembeli mendapatkan harg lebih rendah
atav lebih tinggl darh Winnya)

"asal 7 dan 20

larangan perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawsh

Jual Rugi harga pasar (jual tugi) untuk menyingkitkan pesaing

{(Predatory Priving)

Pasal § larangan peganjien herge secara veritkal {pemasok

(Fesale Pricing menetapkan harga jual dan dilarang menurenkan harga)

Mainterance)

Pasal 9 larangan perjanyian (honizontal) pembagian \ﬁlaﬁh_pasar

Pembagian wilayah {Contoh dulu; Asosiasi Semen) -

Pasar

Tasal 10 Larangan penjanjian melekukan boikot yang menghalangi

Boikot pelaku usaha lain masuk pasar

Pasal 11 erangan perfanian {honzontal) antuk menetapkan atau Kartel
mempengarehi harga, produkst dan pemasaran,

Pasal 12 {arangan perjanfian membentuk gabongan usaha et hesar)

{ Trasty untuk memperkual angeoia pelaky perjanjian, mengantrol
porduksi dan pemasaran

Pasal 17 Tarangan perienpan {verlikal) uniuk menguasal pembelian

Oligopsoni dengan mengendalikan harga dan kuantitas pembelian

Pasal 14 iarangan mlegras) vertikal pengiazaan produksl barangkay atau
sejenis {Contoh: impor ganduin, pengolahan gaadun:, dst)

Pasal |5 larangan penjanytan terluivp anya menerima dan memasok

(Ixefusive dealing) kepada pihak terientu

Pazal 16 Tarangan pejanjian  dengan pihak  luar  negen  yang
mengakibatkan prakiek monopoli

Pasal 25 leranpan persekongkolan tender

—_r

Swinber; UL Mo, 5/1999
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BAD IV
KESIMIMULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai

benkut:

1,

|t

Hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan ekonomi. Hukum
memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi (mengarahkan)
dalam benwuk kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yanp {ergolonyg
ke dalam perbuatan ckonomi, yakni menpanai apa yang boleh dan
lidak bolch dilakukan dalam proses ckonomi. lkonomi mempunyai
pengaruh tersenditi bayi kehidupan hukum. Pengaruh ini dalam bentuk
pertimbangan-pertimbangan ekonomis terhadap bekerjanya hukum.
Sceara teoritis peran hukum dalam pembangunan ckonomi dapat
dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuti tipologi {model}
pembanpunan.  Secara  umum ada dua model dalam  strategi
pembangunan ckonomi, yaitu model ekonomi berencana dan model
ekonomi pasar. Ii’adz_l mode! ckonomi bereacana, menekankan sifat
purposif dan aspek kekualan pada hukum. Pembangunan ekonomi
dilihat sebagai suatu ironslormasi dari kégiatan ckonomi yang
dilakukan secara sadar dan sengaja, Hukum merupakan alat untuk
menetjemahkan iuwuan pembanpgunan ke dalam bentuk norma-norma
uniuk kemudian diterapkan, sekaligus hukum berfungsi sebagaf acuan
bagi modei perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dalam model
ekonomi pasar, kedudukan lembaga-lembaga yang mendukung
jalannya ekonomi sangat penting karena merupakan keharusan.
Hukum dipandang sebagi sesuatu yang csensial bagi terciptanya dan
tetbinanya pasar-pasar. Sifat csensi bukum ini adalah karena hukum
mampu  memberikap  prediktabilitas (ramalan) bagi para  pelaku
ckonomi, yaitlu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para

pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.



-
A

Undang-Undang Nomaor 5 Tahun 1999 adalah refleksi dari semangat
membangun stslenm, ckonomi paﬁaf vaag, clisien, lerbuka dan schat,
Bahkan sualu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan
politik vany modern, perlu meletakkan pondasi sisiem legalnya di
dang ckonomi dalam bentuk ﬁemturan yang menjaga agar dunia
usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil. Kehadiran institusi legal ini
merupakan syarai mutlak bagi sistem ckonomi yang modem.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya akan menjadi huruf mati
saja dan tidak banyak arlinya, apabila vdak didukung oleh unsur-unsur
lain yang merupakan bagian integral dan suatu sistem yang baik, yaitu
peraturan-peratutan luin yang betkaitan dengan praktik monopoli,
pranala dan lembags hukum vang harus menjamin ditegakkannya
Undang-Undang No. 5 tahun 1999, seperti Komisi Pengawas
Persaingan Usaha yang benar-benar independen dan tidak dipengaruhi
aleh unsur pemenintah, adanya ptmeri}itﬂllan yang bersih dan efisign,
yang metaksanakan pomberian izin iepal waktunya lanpa menunjuk
puda instansi atau pejabat yang lain untuk melayani orang atau
pengusaba yang memerlukan izin yang bersanpkutan (debirokratisasi),
adanya aparst pencgak hukum seperti polisi dan jaksa yang bersih dan
gfisien, wyang sangal krusial ialab keadaan sistem peradilan kita
cenderung, n{umbengkukkun asas-asas hukum yaog berlaku di mana-
mana (universal), schingga kepastian hukum dan keadilan semakin
jauh dari jangkauan pencari keadiian.

Bentuk-bentuk prakick monopoli dan persaingan tidak sehat yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Prakiik Monopoli dan Persainpan Usaha Tidak Sehat berupa
kegiatan yang mengaral persaingan tidak sehat seperti karte!, exclusive

dealing, ofigopaty, imonopsoni, dan devision markel.
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